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Abstrak
 

Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi

sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi

kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar

disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %,

angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %. 

<br />

 

<br />

Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model

implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan

belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi

atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas

penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. 

<br />

 

<br />

Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di

Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman

kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. 

<br />

 

<br />

Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa

departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen

Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II

(Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama

dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan

serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait. 

<br />

 

<br />

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II

Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-
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lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh

implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap,

dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya

Dati II Ujung Pandang. 

<br />

 

<br />

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor

pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan

masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang.

		


